BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN

SEWA SAWAH “NGGANTUNG PARI” DI DESA BECIRONGENGOR
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

. Analisis Praktek Pelaksanaan Perjanjian Sewa Sawah “Nggantung Pari” di
Desa Becirongengor Kecamatn Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Perjanjian sewa-menyewa yang diangkat sebagai subyek dalam
penelitian ini adalah perjanjian sewa-menyewa yang terjadi di Desa
Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Praktek yang
terjadi merupakan praktek pelaksanaan perjanjian sewa sawah yang biasa
disebut masyarakat desa dengan perjanjian nggantung pari, yang pada bab
sebelumnya telah dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh
penulis, yang kemudian akan di analisis dalam bab ini.

Perjanjian sewa sawah nggantung pari adalah perjanjian sewa sawah
yang dilakukan masyarakat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo, dimana petani sebagai pihak penyewa sawah dan
pemilik sawah sebagai pihak yang memberikan sewa. Dengan ketentuan
pihak penyewa memberikan upah sebagai penggantian atas manfaat yang
telah diambil dari sawah tersebut berupa uang tunai di awal kesepakatan
perjanjian dan juga hasil dari panen padi yang ditanam di sawah tersebut
sebesar 30% untuk pihak yang memberikan sewa dan 70% untuk pihak

penyewa, dalam jangka waktu setiap satu kali panen.
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Asal-usul terjadinya perjanjian sewa sawah nggantung pari ini
disebabkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemilik sawah dengan
petaninya. Misalnya, di Desa Becirongengor satu orang berkemungkinan
memiliki sawah 5-10 petak sawah bahkan lebih dengan luas 6x25m? tiap
petaknya, akan tetapi banyaknya warga yang hanya berpotensi sebagai petani
namun tidak memiliki sawah. Adanya ketidakseimbangan antara pemilik
sawah dan petani terjadi karena pada zaman dahulu sawah tidak terlalu
berharga dan mahal seperti saat sekarang ini. Dahulu di desa ini terdapat
sistem adat berhutang beras dibayar dengan sawah jika jumlah hutangnya
sudah banyak. Contohnya A berkata “saya pinjam beras satu karung untuk
makan keluarga saya” kemudian B memberikan berasnya untuk dihutangkan,
beberapa waktu kemudian A berhutang lagi “saya hutang beras lagi 2 karung
besok kalo hutang saya sudah banyak saya akan membayar hutang dengan
sawah saya’ dan B menyetujuinya. Dengan berujung B memiliki banyak
sawah yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Dari peristiwa
tersebut pemilik sawah merasa dibutuhkan oleh petani yang tidak memiliki
sawah, sehingga terjadinya adat sistem perjanjian sewa sawah nggantung
pari. Dan juga karena harga sawah sekarang memang sangat mahal, sehingga
berat bagi petani memiliki sawah sendiri untuk digarap.'

Perjanjian sewa sawah nggantung pari ini dilakukan oleh petani Desa
Becirongengor yang tidak memiliki sawah untuk dijadikan lahan

pekejaannya. Setiap kali musim panen berakhir para petani sebagai pihak

! Sutrisno, Wawancara, Surabaya, 25 Mei 2016.
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penyewa berbondong-bondong mencari lahan sawah yang memang
diperuntukkan untuk disewakan oleh pemiliknya yang tidak lain juga warga
Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sendiri,
pemilik sawah biasanya juga memberitahukan kepada warga bahwa sawahnya
akan disewakan karena pemilik sawah tidak mampu mengelolah sawahnya
sendiri dengan berbagai macam aktifitas yang dilakukan di setiap harinya.
Dengan adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh pemilik sawah semakin
memudahkan para petani untuk mendapatkan sawah yang akan disewa.
Kemudian petani mendatangi rumah pemilik sawah tersebut dengan tujuan
untuk menyewa sawahnya, apabila sawah yang disewakan belum disewa oleh
petani lain, maka pihak penyewa menerima permintaan petani tersebut untuk
menyewa sawah yang dimilikinya dengan perjanjian nggantung pari.
Perjanjian ini dilakukan tanpa adanya saksi, jadi yang melakukan perjanjian
ini hanya pemilik sawah sebagai pihak yang memberikan sewa dan petani
sebagai pihak penyewa. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak dan
saling ijab kabul maka penyewa langsung menyerahkan upah sewa sawah
yang tekah disepakati. Untuk waktu sewa selama sekali panen +6 bulan
dengan upah sewa sekitar Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 1.100.000.
Ketentuan harga tersebut tergantung dari patokan harga yang ditentukan oleh
pemilik sawah masing-masing. Selain itu, penyewa juga dikenakan kewajiban
untuk membayar hasil panen di akhir masa sewa sawah dengan ketentuan

30% untuk pihak pemilik sawah dan 70% menjadi hak milik penyewa. Luas
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sawah yang disewakan dengan ukuran £6x25m?, dengan luas sawah tersebut
padi yang dapat dihasilkan antara 8-12 kuintal.

Bagi hasil yang harus dibayar oleh pihak penyewa memang
memberatkan, karena penyewa harus membayar dua kali yaitu berupa uang di
awal kesepakatan perjanjian dan yang kedua berupa hasil panen padi. Akan
tetapi, bagi hasil yang harus dibayarkan sudah menjadi konsekuensi yang
timbul dalam perjanjian ini. Banyaknya petani yang mencari sawah untuk
disewa menyebabkan pemilik sawah merasa dibutuhkan dan tidak merasa
kekurangan orang yang mau menyewa sawahnya sehingga sulit untuk
menghapuskan ketentuan tambahan pembayaran berupa bagi hasil panen
padi. Alasan lain juga karena pemilik sawah merasa berkuasa dengan
banyaknya bagian sawah yang dimiliki, misalnya satu orang memiliki sawah
5 sampai 10 bagian, serta banyaknya masyarakat yang hanya mampu
berprofesi sebagai petani namun tidak memiliki sawah yang dapat dikelolah.

Perjanjian sewa sawah nggantung pari ini menimbulkan keuntungan
berlebih untuk pemilik sawah, karena pemilik sawah hanya bermodal lahan
sawahnya sedangkan yang diperoleh adalah uang dan padi. Petani sebagai
pihak penyewa sawah merasa dirugikan atas perjanjian sewa sawah
nggantung pari ini. Akan tetapi mereka tidak bisa merubah kebiasaan ini
dengan menghapuskan salah satu dari bentuk pembayaran sebagai
penggantian atas pengambilan manfaat sawah yang disewa, karena petani
merasa membutuhkan sawah tersebut sebagai lahan untuk mencari nafkah

untuk keluarga dan dapat meneruskan kehidupan mereka. Tidak ada lagi
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pekerjaan yang dapat dilakukan, hanya bertani dan berdagang sebagai uang
tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga petani bersedia
untuk terus-menerus melakukan perjanjian ini. Dikatakan rugi karena hasil
panen dari sawah tersebut antara 8-12 kuintal tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhan penyewa sampai musim panen tiba kembali. Misalnya, dalam
penghitungan panen gagal yaitu jika panen menghasilkan 8 kuintal. Dengan
harga padi Rp. 5000/kg, jika 8 kuintal dirubah dalam satuan kilogram jadi
800kg dikalikan harga Rp. 5.000/kg jadi 800x5000= Rp. 4.000.000, hasil
panen yang gagal tersebut belum lagi dikurangi biaya sewanya Rp. 1.000.000,
biaya perawatannya Rp. 900.000 kemudian bagi hasil 30% dari hasil panen
yaitu 30%x4.000.000= Rp. 1.200.000, jadi perolehan bersih adalah Rp.
4.000.000 dikurangi keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan Rp. 3.100.000
sisanya Rp. 900.000.

Sedangkan untuk penghitungan panen berhasil yaitu jika hasil panen
mencapai 12 kuintal maka penghasilan yang didapatkan adalah 12 kuintal
jika dirubah dalam satuan kilogram adalah 1.200kg dikalikan harga padi Rp.
5.000/kg jumlahnya Rp. 6.000.000 dikurangi biaya sewa Rp. 1.000.000,
biaya perawatannya Rp. 900.000 kemudian bagi hasil 30% dari hasil panen
yaitu 30%x6.000.000= Rp. 1.800.000, jadi perolehan bersih adalah Rp.
6.000.000 dikurangi keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan Rp. 3.700.000
sisanya Rp. 2.300.000 tidak sebanding dengan kontribusi tenaga dan biaya
perawatan yang dikeluarkan. Nominal untuk panen berhasil ini lebih besar

nilainya akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama +6
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bulan, namun dirasa sangat merugikan penyewa ketika panen gagal dibanding
dengan saat panen berhasil.

Konsekuensi tersebut harus diterima oleh penyewa karena sebelum
dilakukannya adat perjanjian ini sudah ada banyak pertimbangan yang
dilakukan dari segi positif dan negatifnya. Dari segi positifnya, penyewa bisa
mencari nafkah untuk keluarganya, meneruskan kehidupannya, dan bisa
berusaha untuk dapat memaksimalkan hasil panen. Sedangkan sisi
negatifnya, perjanjian ini menimbulkan ketidakseimbangan antara petani dan
pemilik sawah, karena petani dirugikan dan pemilik sawah diuntungkan
dengan adanya perjanjian ini.

Kelemahan dalam perjanjian ini adalah tidak adanya bentuk tulisan
hitam di atas putih dan tidak adanya saksi, karena memang dalam perjanjian
ini pihak-pihak yang melakukan adalah warga Desa Becirongengor sendiri,
sehingga berlandaskan dengan kepercayaan dan kebiasaan saja. Meskipun
berlandaskan kepercayaan dan kerelaan antara kedua belah pihak karena
saling mengenal satu sama lain, akan tetapi manusia hidup di muka bumi ini
diciptakan dengan berbagai macam perilaku dan sifat yang berbeda-beda,
sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian yang dilakukan tanpa
adanya bukti tertulis dan saksi tersebut seringkali menimbulkan masalah.
Masalah yang pernah terjadi penyewa tidak memberikan sepenuhnya dari
hasil panen, misalnya petani mendapat hasil panen 9,7 kuintal sehingga yang
harus dibayarkan kepada pemilik sawah adalah 30% nya yaitu 2,9 kuintal

tetapi dia tidak jujur dengan berkata bahwa hasil panen hanya 8,9 kuintal
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dengan tujuan agar bagi hasil yang diserahkan hanya 30% dari 8,9 kuintal
tersebut yaitu 2,6 kuintal, sehingga petani memiliki tambahan 0,3 kuintal
dari yang seharusnya diserahkan kepada pemilik sawah. Dalam pelaksanaan
penimbangan hasil panen ini biasanya dilakukan dengan bantuan warga, jadi
apabila ada salah satu warga yang melapor dan akhirnya diketahui oleh
pemilik sawah maka cara penyelesaiannya dengan kekeluargaan dibicarakan
baik-baik, ada dua kemungkinan yang pertama pihak pemilik sawah
mengikhlaskan padi senilai 0,3 kuintal dengan alasan mungkin pihak
penyewa membutuhkannya sehingga melakukan hal tersebut, kemungkinan
kedua, pihak pemilik sawah meminta ganti rugi atas kebohongan yang
dilakukan pihak penyewa dengan membayarkan kekurangan dari yang
seharusnya dibayarkan 0,3 kuintal tersebut.

Berakhirnya perjanjian ini ketika musim panen tiba kemudian petani
membayarkan bagi hasil yang telah ditentukan berdasarkan hasil panen yang
diperoleh. Setelah itu petani mengembalikan sawah pasca panen, dengan
demikian hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi. Akan tetapi
jika salah satu pihak meninggal dunia sebelum berakhirnya masa perjanjian
atau panen tiba maka pelaksaan perjanjian sewa sawah nggantung pari ini
tetap dilanjutkan sesuai kesepakatan dengan mewariskannya kepada salah
satu pihak keluarga seperti suami, istri, atau anak yang mampu meneruskan
perjanjian tersebut. Jika tidak ada keluarga yang dapat diwarisi, maka
perjanjian sewa sawah nggantung pari dianggap berakhir dengan ketentuan

apabila masih mempunyai keluarga namun tidak mampu mengelolah sawah,
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maka sawah yang sudah ditanami akan digantikan sewanya kepada petani
lain dengan penggantian sejumlah biaya sewa dan perkiraan biaya perawatan
yang sudah dikeluarkan, kemudian uang penggantian tersebut diserahkan
kepada keluarga penyewa. Namun, jika sudah tidak ada lagi keluarga dari
penyewa yang meninggal dunia tersebut, maka uang penggantian tersebut

diserahkan kepada pemerintah desa dan dimasukkan sebagai uang kas desa.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Perjanjian Sewa Sawah
“Nggantung Pari” di Desa Becirongengor Kecamatn Wonoayu Kabupaten
Sidoarjo

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini, penulis akan
mengkolaborasikan dengan teori-teori berdasarkan hukum Islam untuk
memperoleh kesimpulan dan jawaban dari status hukum dari praktek sewa
sawah nggantung pari yang terjadi di Desa Becirongengor Kecamatan
Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Ditinjau dari pengertian sewa-menyewa dalam Islam (7jarah) yaitu
pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak
kepemilikan atas barang. Dalam praktek perjanjian sewa sawah nggantung
pari ini telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena praktek sewa
sawah nggantung pari ini hanya sebatas pengambilan manfaat dari sawah

yang disewakan sesuai dengn kesepakatan jumhur ulama’ figh yang hanya
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memperbolehkan menjual manfaat bukan bendanya. Sewa-menyewa
merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yaitu ketika sewa-
menyewa berlangsung maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk
menyerahkan barang kepada pihak penyewa dan dengan diserahkannya
manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk
menyerahkan uang sewanya. Dalam perjanjian sewa sawah nggantung pari ini
pun seperti demikian, akan tetapi penyewa tidak hanya berkewajiban
menyerahkan uang sewa saja, namun juga berkewajiban menyerahkan
tambahan bagi hasil dari panen yang diperoleh dengan persentase 30% untuk
pemilik sawah dan 70% untuk penyewa. Jadi, yang menjadi permasalahan
adalah tambahan bagi hasil panen tersebut, seharusnya kewajiban penyewa
hanya memberikan uang sewa saja sebagai penggantian atas manfaat sawah
yang diambil tanpa harus membayar bagi hasil yang dapat memberatkan
pihak penyewa.

Sistem sewa sawah ngganfung pari ditinjau dari rukun sewa-
menyewanya yaitu ada empat dan telah terpenuhi keempat rukunnya dalam
perjanjian sewa sawah nggantung pari karena telah adanya mu Jjir (orang yang
menyewakan sawah) dan musta’jir (orang yang menyewa sawah), adanya
Shigat (ijab dan kabul) antara kedua belah pihak yang dilakukan di rumah
pemilik sawah tanpa adanya saksi, adanya wjrah (upah/imbalan) berupa uang
yang berkisar antara Rp. 900.000 - Rp. 1.100.000 serta berupa hasil panen
padi sebesar 30%, dan juga adanya manfaat yang diambil oleh penyewa

berupa sawah dengan luas 6x250 m? yang dikelolah untuk ditanami padi.



74

Syarat-syarat jjarah yang harus dipenuhi adalah:

1. Mu’jir dan mustajir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf
(mengendalikan harta), dan saling meridhai. Sewa sawah nggantung pari
ini memenuhi syarat karena dalam praktek yang dilakukan, kedua belah
pihak telah merelakan untuk berakad. Sesuai dengan firman Allah Swt
dalam surat An-Nisa ayat 29 berikut:

oSyt s ST B S
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Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
(Q.S. An-Nisa: 29).2

tersebut berupa uang dan padi.

2. Shighat akad® merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat
akad, yang terdiri dari ijab dan kabul antara mu’jir dan musta’jir. Dalam
perjanjian sewa sawah nggantung pari ini ijab yang dilakukan adalah
permulaan penjelasan yang keluar dari petani (penyewa) yang mendatangi
rumah pemilik sawah sebagai gambaran kehendaknya untuk mengadakan

perjanjian sewa sawah nggantung pari. Sedangkan kabul adalah perkataan

yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya

2Kementerian Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Fattah,
2013), 73.
3 Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 37.



75

ijab, jadi kabul ini jawaban dari ijab yang dilakukan oleh pemilik sawah
sebagai pihak yang menyewakan atas ketersediaannya untuk menyewakan
sawahnya. Sehingga shigat akad yang dilakukan dalam perjanjian sewa
sawah nggantung pari telah memenuhi syarat dalam Islam.

Ujrah* adalah upah/ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga
orang lain. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah
pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Serta
dengan ketentuan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai
ekonomi.5 Ujrah dalam perjanjian sewa sawah nggantung paritidak sesuai

dengan dasar hukum 7jarah yang telah dijelaskan dalam hadist berikut ini:

ﬂ\gbsug@ngbduduw@wwzs@m;
@.\S\A@.G‘_AQUJJA\ u\uSM\MwhYJhﬁdJ}S\juAﬂh
/ Cre 2al 5 Jshnad) JGdl 5 umwsx;(,su}&“ Gsm
N z\)sw\_\ﬂusexamdxwmg%mgmjmds@mﬂ\

MU“MMUJ‘“‘A‘“?)M Lo\&c&‘};‘)dhh\&

Artinya:

Pada suatu hari, Hanzhalah bin Qais al-Anshari bertanya kepada
Rafi’ bin Khadij perihal hukum menyewakan ladang dengan uang
sewa berupa emas dan perak. Maka Rafi’ bin Khadij menjawab,
“tidak mengapa. Dahulu semasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam masyarakat menyewakan ladang dengan uang sewa berupa
hasil dari bagian ladang tersebut yang berdekatan dengan parit
atau sungai, dan beberapa bagian hasil tanaman. Dan kemudian di
saat panen tiba, ladang bagian ini rusak, sedang bagian yang lain
selamat, atau bagian yang ini selamat, namun bagian yang lain
rusak. Kala itu tidak ada penyewaan ladang selain dengan cara ini,
maka penyewaan semacam ini dilarang. Adapun menyewakan

4Ibnu Mas’ud dan Zainul Abidin, Figh Madzab Syafi’i Buku 2 Edisi lengkap, (Bandung: CV

Pustaka Setia, 2007), 138.

> Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat,, (Jakarta: Kencana, 2010), 280.
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ladang dengan nilai sewa yang pasti, maka tidak mengapa” (H.R.
Imam Muslim).®

Hadist tersebut menjelaskan tentang ujrah yang dibayarkan yaitu
apabila ujrah ladang pertanian dibayar dengan uang, emas, dan perak
maka diperbolehkan. Karena dengan pembayaran tersebut telah jelas
nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian di awal akad
perjanjian sehingga tidak ada kemungkinan timbulnya kerugian antara
salah satu pihak. Namun, apabila upah sewa dibayar berupa hasil tanaman
yang ditanam di ladang dalam nilai persentase tertentu maka tidak
diperbolehkan, dengan alasan tidak adanya nilai ujrah yang pasti.

Dalam praktek perjanjian sewa sawah nggantung pari ujrah yang
dibayarkan adalah uang tunai di awal perjanjian dan hasil panen padi
sebesar 30% sesuai ketentuan yang disepakati, pembayaran ujrah berupa
panen padi yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam
syarat yjrah dengan memperhitungkan jumlah zjrah berdasarkan 30% dari
hasil panen yang tidak pasti diketahui perolehan besarnya, sehingga tidak
adanya kejelasan ujrah dalam pelaksanaannya

4. Ma’qud ‘alaih (barang/manfaat) yang disewakan dalam sewa-menyewa,
disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut
ini:

a. Objek rjarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan

tidak ada cacatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut perjanjian sewa

¢ Almanhajindo, “Media Islam Salafiyyah, Ahlussunnah wal Jama'ah”, https://almanhaj.or.id/
3270-menyewakan-tanah-pertanian.html, diakses pada 28 April 2016.


Almanhajindo
https://almanhaj.or.id/%203270-menyewakan-tanah-pertanian.html
https://almanhaj.or.id/%203270-menyewakan-tanah-pertanian.html
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sawah nggantung pari sesuai dengan ketentuan objek 7jarah karena
ketika perjanjian dilakukan maka pihak penyewa langsung dapat
menggunakan sawah tersebut untuk ditanami.

b. Objek ijarah adalah sesuai syara’, tidak boleh menyewakan tempat
atau orang yang digunakan untuk hal-hal maksiat. Dalam perjanjian
sewa sawah nggantung pari sawah yang disewakan sebagai sumber
untuk mencari nafkah dengan ditanami

c. Obyek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi
penyewa, jadi obyek yang disewakan adalah benda yaitu sawah yang
bukan merupakan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi
kewajiban pihak penyewa seperti contoh kewajiban sholat dan puasa.

d. Adanya penjelasan waktu batas pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa, dalam perjanjian sewa sawah nggantung pari ini dilakukan
dalam waktu satu kali panen +6bulan.

ljarah yang dilakukan dalam perjanjian sewa sawah nggantung pari
termasuk dalam jenis Jjjarah yang bersifat manfaat, dan manfaat yang
digunakan dalam perjanjian ini merupakan manfaat yang diperbolehkan
dalam syara’untuk digunakan.

ljarah pada dasarnya adalah perjanjian dimana masing-masing pihak
yang terikat dalm perjanjian tidak mempunyai hak untuk membatalkan
perjanjian, karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Akan
tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya pembatalan perjanjian

dari salah satu pihak dengan alasan/dasar yang kuat. Dalam bab 2 telah
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dijelaskan hal-hal yang dapat mebatalkan J7jarah serta hal yang dapat
membuat akad Jjarah berakhir. Penelitian yang dilakukan di Desa
Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo menggunakan
perjanjian sewa sawah nggantung pari sebagai obyeknya diperoleh hasil
bahwa berakhirnya 7jarah karena terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan,
yang dimaksudkan disini adalah, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian
sewa-menyewa telah tercapai yaitu ketika panen tiba atau masa sewa-
menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua
belah pihak berupa selesainya panen yang ditutup dengan pembayaran bagi
hasil dari panen padi.

ljarah dianggap batal karena salah satu pihak meninggal dunia,
seharusnya ketika salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal
dunia, maka perjanjian tersebut batal, akan tetapi dalam praktek perjanjian
sewa sawah nggantung pari ini meskipun salah satu pihak meninggal dunia
praktek perjanjian ini masih berlanjut yaitu dengan mewariskannya kepada
salah satu keluarga yang dapat diwariskan. Hal tersebut tidak sesuai dengan
Islam yang seharusnya berakhir dan kembali kepada pemilik sawah meskipun
dalam keadaan masih terdapat padi yang ditanam.

Pengembalian barang sewaan dalam perjanjian sewa sawah nggantung
pari ini telah sesuai dengan aturan syara’ karena sawah yang sudah dipanen
dikembalikan kepada pemilik sawah seperti keadaan semula waktu menyewa.

Dari tinjauan hukum Islam dengan menggunakan akad sewa-menyewa

atau fjarah terhadap praktek pelaksanaan perjanjian sewa sawah nggantung
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pari di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dapat
disimpulkan bahwa ijarah merupakan hubungan kerjasama antara dua p ihak
yang memberikan timbal balik saling menguntungkan dan dengan keridhaan
antara keduanya. Namun, dalam perjanjian yang terjadi ini menimbulkan
ketidakadilan salah satu pihak karena merugikan pihak penyewa yang harus
membayar uang dan hasil panen padi, seharusnya upah sewa yang dibayarkan
salah satu saja yaitu berupa uang atau hasil panen padi. Jika pembayaran
yjrah disertai hasil panen padi dengan ketentuan persentase sebesar 30%,
maka tidak memenuhi syarat-syarat ujrah dalam ijarah karena tidak adanya

kepastian dan kejelasan berapa nilai ujrah yang harus dipenuhi musta jir.



